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Pembangunan daerah sejatinya bukan sekadar proses meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan upaya memuliakan manusia dan menegakkan martabat kolektif masyarakatnya. Tranformasi Pembangunan NTB Bermartabat disusun sebagai kerangka pemikiran dan visi masa depan Nusa Tenggara Barat yang menekankan pada kata kunci “martabat” sebagai arah sekaligus tujuan pembangunan. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa Nusa Tenggara Barat (NTB) harus tumbuh dengan pijakan pada identitasnya sendiri, yakni pada nilai budaya, kekuatan sosial, dan cita-cita bersama masyarakatnya.

Seperti uraian dalam pembahasan buku ini, secara filosofis memandang bahwa pembangunan ditegaskan sebagai proses yang harus  berpusat pada manusia (antropologis). Sehingga martabat bukan dimaknai secara abstrak, melainkan sebagai kondisi nyata ketika masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan ruang partisipasi sosial yang adil. Pembangunan yang bermartabat menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Selanjutnya, pembahasan dalam buku ini juga menelusuri akar historis dan kultural masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya pada budaya Sasak, Samawa, dan Mbojo yang sejak lama menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Budaya tidak diposisikan sebagai simbol seremonial, tetapi sebagai etika sosial yang hidup dan relevan. Gotong royong dipahami sebagai energi kolektif yang mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus menjadi fondasi kebijakan publik yang inklusif.

Adapun dalam kerangka pandang ekonomi yang ditawarkan menempatkan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagai dasar penguatan ekonomi rakyat. Koperasi, usaha mikro, dan inisiatif lokal dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperluas distribusi kesejahteraan. Transformasi struktural ekonomi menjadi tema penting berikutnya: bagaimana Nusa Tenggara Barat  bergerak dari ketergantungan pada sektor primer menuju hilirisasi, peningkatan nilai tambah, dan penguatan sektor produktif yang lebih berkelanjutan.

Pembahasan tentang kemiskinan diarahkan pada pendekatan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, strategi yang ditawarkan menekankan integrasi kebijakan menghubungkan pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal dalam satu sistem yang saling menopang.

Dalam konteks tata kelola, buku ini juga menggarisbawahi pentingnya pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berorientasi hasil. Pemerintah daerah diposisikan sebagai penggerak perubahan, katalisator kolaborasi, sekaligus penjaga kepentingan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.

Adapun dimensi pembangunan manusia menjadi inti dari keseluruhan gagasan. Bahwasannya pendidikan yang relevan, layanan kesehatan yang merata, serta penguatan karakter dan spiritualitas ditempatkan sebagai fondasi jangka panjang. Pembangunan tidak boleh hanya melahirkan pertumbuhan, tetapi juga generasi yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Buku ini juga memetakan adanya tantangan global yang saat ini dan akan berlangsung, khususnya tentang disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi dunia yang diharuskan menuntut kesiapan dan ketahanan daerah. NTB harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Diversifikasi ekonomi, penguatan kapasitas lokal, dan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci menghadapi masa depan.

Maka Transformasi Pembangunan NTB Bermartabat  yang diuraikan dalam buku ini, bukan sekadar konsep normatif, melainkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan setiap langkah pembangunan senantiasa berpihak pada kemuliaan manusia dan kekuatan kebersamaan.

Semoga buku ini menjadi sumbangan pemikiran yang memperkaya dialog publik dan menggerakkan aksi nyata menuju Nusa Tenggara Barat yang maju, adil, dan benar-benar bermartabat.

Jakarta, 1 Juli 2026

Dr Ikhwan HS.,SE., MM.,M.Si
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  BAB I
  TENTANG NTB BERMARTABAT
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Kemajuan tanpa budaya akan kehilangan arah, budaya tanpa kemajuan akan kehilangan daya.


Bila kita berbicara “pembangunan” sering diartikan dalam pandangan sempit yakni sebagai sebuah pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur, dimana indikator keberhasilannya diukur melalui angka, seperti PDRB, investasi, ekspor, dan peningkatan aset fisik. Artinya pandangan ini secara serta merta  meminggirkan manusia sebagai aspek inti dalam pembangunan, hal ini seperti kritik yang dilakukan oleh seorang ekonom dan filsuf dari India Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999: 18) yang menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah proses memperluas kemampuan manusia untuk hidup yang lebih bermakna dan bermartabat, bukan sekadar memperluas kekayaan material.

Adapun, Robert Chambers melihat pembangunan melalui  pendekatan endogenous development yakni sebuah pendekatan pembangunan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya, potensi, dan kekuatan internal suatu wilayah atau negara, seperti sumber daya manusia, budaya, pengetahuan lokal, dan lembaga. Robert Chambers dalam karyanya yang berjudul Rural Development: Putting the Last First (1983 :32–33) melihat bahwa pembangunan seringkali gagal bukan karena adanya niat buruk, akan tetapi akibat bias pembangunan, hal ini dikarenakan menempatkan posisi manusia sebagai suatu objek, bukan subjek pembangunan, artinya bahwa pembangunan yang sukses berangkat dari nilai, tradisi, dan aspirasi masyarakat sendiri.

Hal senada juga disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara (1935) yang menegaskan bahwa pendidikan dan pembangunan harus berpijak pada kebudayaan bangsa sendiri. Karena pada dasarnya budaya adalah “buah budi manusia” yang memberi arah moral bagi  peradaban. Sementara Soedjatmoko, dalam Dimensi Manusia dalam Pembangunan (1983), menyebut bahwa modernisasi tanpa moral adalah kehampaan. Pembangunan yang meniru Barat tanpa nilai akan kehilangan jati diri bangsa.

Maka dari itu, pembangunan suatu daerah, sesungguhnya tidak mungkin dilepaskan dari karakter, nilai, dan budaya yang hidup di tengah masyarakatnya. Artinya bahwa budaya sering kali menjadi  landasan spiritual dan moral dari seluruh proses pembangunan (contoh: rumah adat, tempat ibadah). Karena itu, visi pembangunan yang sejati harus selalu berakar pada jati diri budaya daerah, agar memiliki arah yang selaras dengan kehidupan dan kesadaran masyarakat setempat.

Jika pembangunan dijalankan dengan mengabaikan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal, maka yang terjadi bukan kemajuan, melainkan mal-konstruksi sosial dan moral. Pembangunan semacam itu mungkin akan tampak berhasil secara fisik, tetapi sesungguhnya merusak tatanan nilai yang menopang kehidupan masyarakat. Hal tersebut mungkin bisa melahirkan kota yang megah namun kehilangan rasa kebersamaan, hilangnya budaya kegotongroyongan, hingga  terciptanya pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial, dan menumbuhkan infrastruktur tanpa menumbuhkan manusia. Arah pembangunan yang terlepas dari budayanya ibarat pohon yang tercerabut dari akarnya, walaupun tumbuh cepat, tetapi rapuh dan mudah tumbang.

Sebaliknya, apabila pembangunan dilakukan dalam harmoni dengan budaya setempat, maka setiap kebijakan, program, dan inovasi akan memiliki makna yang lebih dalam dan berkelanjutan. Pembangunan seperti ini tidak hanya menciptakan kemajuan material, tetapi juga menguatkan identitas, rasa memiliki, dan kebanggaan kolektif masyarakat. Dimana dapat pembangunan macam ini dapat menyatukan kemajuan ekonomi dengan keluhuran moral, dan menjadikan budaya sebagai sumber inspirasi, bukan hambatan bagi kemajuan.

Dari pemahaman tersebut, jelas bahwa pembangunan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dapat didasarkan semata pada asas keuntungan atau proyek, melainkan harus berpijak pada asas kesesuaian budaya dan kearifan lokal. Kita perlu paham bahwa NTB bukan sekadar wilayah administratif, tetapi ruang peradaban yang memiliki jiwa, bahasa, dan nilai. Artinya setiap kebijakan publik, investasi, dan inovasi di NTB harus mencerminkan nilai hidup masyarakatnya, seperti:  nilai yang menghormati alam, menegakkan adab, memuliakan manusia. Pembangunan yang berpihak pada budaya akan melahirkan kemajuan yang manusiawi, sedangkan pembangunan yang menyingkirkan budaya hanya akan menciptakan kemajuan tanpa arah dan kemakmuran tanpa makna.

Dengan demikian, budaya harus dipandang bukan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai kompas moral dan sumber legitimasi sosial bagi setiap arah kebijakan daerah. Pembangunan yang berakar pada budaya adalah pembangunan yang memiliki memori, identitas, dan arah jangka panjang. Dimana tidak hanya menyesuaikan diri dengan zaman, tetapi juga membimbing zaman agar tetap beradab/bermartabat. Maka pembangunan NTB bermartabat hanya akan lahir/muncul ketika kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan keluhuran budaya, ketika inovasi tumbuh di atas nilai, dan ketika proyek besar dijalankan dengan penghormatan terhadap kehidupan sosial dan spiritual masyarakatnya. Itulah hakikat pembangunan yang sesungguhnya, pembangunan yang tidak hanya membangun daerah secara fisik, akan tetapi juga memuliakan manusia yang tinggal di dalamnya.

​​1.1 Makna Bermartabat

Kata “Martabat” bukan sekadar ungkapan yang indah diucapkan dalam pidato atau semboyan moral, melainkan fondasi dari sebuah peradaban. Kata martabat (dalam bahasa inggris: dignity) berasal dari bahasa Latin “dignitas”, yang berarti nilai, kehormatan, dan kelayakan seseorang untuk dihormati.

Konsep martabat sesungguhnya bukan konsep modern. Dalam tradisi filsafat Barat, martabat dipahami sebagai nilai intrinsik manusia yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh keadaan apa pun. Pada zaman Romawi Kuno, Cicero (106–43 SM) bahwa martabat manusia melekat dalam kodratnya sebagai makhluk berakal budi, artinya bahwa ke-khas-an manusia yang memiliki akal/intelektual inilah dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, yang menjadikan manusia memiliki martabat.

Sementara itu, menurut Immanuel Kant (1724–1804) dalam  Groundwork for the Metaphysics of Morals (1785) bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki martabat, hal ini karena manusia adalah makhluk rasional yang dapat berpikir dan menentukan arah hidupnya sendiri.


Manusia dan bahkan setiap makhluk rasional hidup sebagai tujuan dalam dirinya, bukan sekedar alat yang dipakai untuk keinginan tertentu, ia harus dipandang sebagai tujuan dalam semua tindakannya, baik yang diarahkan untuk dirinya maupun untuk orang lain.



Pada abad ke-18 konsep martabat manusia dirumuskan sebagai basis utama dalam konsep mengenai hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai validitas universal yang menjamin mengenai kebebasan, keadilan, dan nilai moral inti bagi semua orang. Itu berarti, HAM berlaku kapan saja, di mana saja dan bagi setiap individu tanpa pengecualian. Secara logis tuntutan validitas seperti ini hanya mungkin dipikirkan jika HAM dipahami secara formal-abstrak dan dilucuti dari segala substansi dan rumusan-rumusan konkret. Inilah kekhasan konsep moral masyarakat modern. Hal yang sama berlaku juga pandangan modern tentang hukum kodrat seperti tercermin dalam pergeseran paradigma dari nilai-nilai keutamaan etis menuju norma-norma formal deontologis (Madung, 2012).


Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world



Sementara itu, menurut  seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman Jurgen Habermas, martabat manusia terkait erat dengan konsep rasionalitas komunikatif dan etika diskursus, yang menempatkan martabat sebagai dasar hukum dan moral yang harus dijamin melalui konsensus bebas dari paksaan dalam ruang publik. Martabat manusia bukanlah status yang absolut dari seorang individu seperti pada pandangan Kant, melainkan sesuatu yang baru dapat terealisasi dan dijamin melalui pengakuan dan partisipasi setara dalam dialog rasional di masyarakat.  


Jika dalam konsep hukum kodrat klasik norma-norma hukum dan moral secara substansial berorientasi pada konsep hidup baik atau keutamaan etis warga, maka hukum formal modern dibebaskan dari katalog kewajiban tatanan hidup material, entah itu kewajiban suku atau kota. Hukum formal melegitimasi adanya sebuah ranah kebebasan individual yang netral, di dalamnya setiap individu secara egoistis dapat mengejar keuntungan-keuntungan pribadi. Hukum formal pada prinsipnya merupakan hukum kebebasan, karena ia harus mengizinkan semua tindakan yang secara eksplisit tidak dilarang berdasarkan kriteria-kriteria perilaku eksternal. Hobbes sudah merumuskan secara jelas bahwa izin yang tidak langsung ini mengungkapkan kebebasan menurut undang-undang formal. Dan Locke mendefinisikan tujuan undang-undang tersebut sebagai penguasaan atas hak milik privat yang juga mencakup hak hidup dan kebebasan (Habermas, 1982 :90)



Dalam tradisi Timur, termasuk dalam pandangan budaya dan spiritual Nusantara, martabat dipahami tidak hanya sebagai hak individu, tetapi sebagai harmoni antara manusia, masyarakat, dan alam. Adapun dalam falsafah Pancasila, terutama sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sangatlah jelas bahwa martabat manusia menjadi dasar moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dan peradaban lahir dari kesadaran akan nilai manusia yang setara dan saling menghormati.

Filosofi ini sejalan dengan pandangan Islam tentang karāmah al-insān, yang mengartikan bahwa setiap manusia diciptakan Allah dengan kemuliaan.

[image: ]

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (QS. Al-Isra: 70).

Dalam QS. Al-Isra’ 70, setidaknya ada beberapa tafsir, antara lain: Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menekankan bahwa kemuliaan manusia berasal dari kehendak Allah. Bukan karena jasadnya, tetapi karena akal dan rohaninya. Inilah yang menjadikan manusia khalifah di bumi. Sementara, dalam tafsir Al-Maraghi  bahwa martabat adalah sebagai anugerah Tuhan, dimana manusia dimuliakan dengan akal dan kemampuan berpikir, dengan postur dan kemampuan menguasai alam, dan oleh karena itu layak diberi tanggung jawab (Kurniawan & Pulungan, 2025).

Artinya dalam tradisi Islam mengenal dua lapis martabat, yakni bawaan (inherent) dan diperoleh (acquired). Martabat bawaan adalah bentuk penghargaan universal dari Tuhan yang melekat pada setiap manusia sebagai ciptaan-Nya. Ini berarti, setiap manusia (apa pun agama, ras, atau status sosialnya) memiliki kemuliaan eksistensial karena berasal dari Tuhan yang sama. Adapun Martabat yang diperoleh akibat muncul dari perjuangan spiritual dan etika dalam menghindari kejahatan dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai Qur’an (Afzali, 2010).

Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, martabat bukanlah konsep baru yang datang dari ruang akademik atau dokumen hukum modern. Ia telah hidup jauh sebelum istilah itu dikenal secara teoretis. Martabat telah berakar dalam kesadaran kolektif, bahasa, adat, dan perilaku sosial masyarakat NTB yang menjadi pedoman hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia tidak diajarkan lewat wacana, tetapi dihayati dalam tindakan sehari-hari, seperti cara menyapa, menolong, bersikap sopan, dan menjaga nama baik keluarga serta komunitas.

Dalam konteks ini, martabat tidak dipahami sekadar sebagai “hak untuk dihormati”, melainkan sebagai tanggung jawab moral untuk menghormati. Bukan semata milik pribadi, tetapi bagian dari kehormatan sosial yang melekat pada seluruh komunitas. Bagi masyarakat NTB, menjaga martabat berarti menjaga keseimbangan antara diri, sesama, dan alam, antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan adab (ciri khas budaya dan falsafah timur, yang mengedepankan harmoni manusia-alam-sang pencipta).

Dalam budaya Sasak, dikenal prinsip luhur paeq saling jaga, saling hormat  sebuah pandangan hidup yang menegaskan bahwa harga diri seseorang tidak dapat dipisahkan dari cara ia memperlakukan orang lain. Martabat bukan milik individu yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari hubungan yang saling menjaga dan menghormati.

Falsafah ini mengandung pesan sosial yang dalam, bahwa kemuliaan tidak bisa diraih dengan menjatuhkan orang lain, dan kehormatan sejati hanya lahir dari kemampuan untuk menahan diri, menjaga tutur kata, serta menegakkan keadilan dalam relasi sosial.

Dalam keseharian masyarakat Sasak, paeq saling jaga tidak berhenti pada hubungan antar individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab kolektif untuk menjaga harmoni komunitas dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, paeq saling jaga adalah bentuk nyata dari etika martabat yang hidup di mana penghormatan terhadap manusia sejalan dengan penghormatan terhadap alam dan kehidupan itu sendiri.

Dalam tradisi Samawa, nilai martabat termanifestasi dalam falsafah tutu, tau, tame yang secara sederhana berarti tahu diri, tahu batas, dan tahu tempat.

Namun makna sebenarnya jauh lebih mendalam, dimana falsafah ini mengajarkan bahwa martabat manusia lahir dari kesadaran diri, tanggung jawab moral, dan sikap beradab dalam bertindak.

Tutu berarti memahami siapa diri kita, yakni mengenali kemampuan, posisi, dan batasan tanpa kesombongan.

Tau berarti menghormati norma sosial dan hukum moral masyarakat.

Tame berarti mampu menempatkan diri dengan tepat, menjaga kehormatan pribadi dan keluarga di hadapan publik.

Dalam sistem nilai Samawa, martabat bukan sesuatu yang diwariskan oleh garis keturunan atau harta benda, akan tetapi diperoleh melalui perilaku yang beradab dan kesadaran untuk hidup dalam harmoni. Menegaskan bahwa kebebasan individu harus selalu disertai rasa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, tutu, tau, tame bukan sekadar ajaran moral, tetapi konsep etika sosial yang menyatukan kebebasan dan keadaban.

Dalam budaya Mbojo (Bima), falsafah adabu dou Mbojo menjadi inti dari sistem moral masyarakat. Kata adabu berarti tata krama, kesopanan, dan integritas batin. Sementara dou Mbojo merujuk pada manusia Bima itu sendiri. Dengan demikian, adabu dou Mbojo dapat dimaknai sebagai “manusia Bima yang beradab.”

Falsafah ini menegaskan bahwa kehormatan seseorang tidak diukur dari harta atau kedudukan, akan tetapi dari kejujuran, kesantunan, dan kemampuan menjaga ucapan serta tindakan. Orang Bima meyakini bahwa kehilangan harta bukanlah aib, tetapi kehilangan adab adalah kehancuran.

Martabat adalah sebuah cermin dari batin yang bersih dan perbuatan yang lurus. Selain itu, falsafah adabu dou Mbojo juga menanamkan tanggung jawab sosial, bahwa setiap perbuatan seseorang mencerminkan keluarga dan komunitasnya.

Dengan demikian, menjaga martabat pribadi berarti menjaga nama baik bersama. Inilah bentuk collective dignity yang menjadi ciri khas masyarakat Bima bahwa kehormatan adalah urusan bersama, bukan semata urusan diri.

Falsafah yang tidak kalah pentingnya adalah Nggahi Rawi Pahu yang mengajarkan kejujuran dalam kata dan tindakan. Falsafah ini menegaskan mengenai etika  dan prinsip tutur, yang menekankan bahwa martabat manusia bergantung pada kejujuran antara ucapan dan tindakan. Hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah etika integritas sosial. Artinya, kejujuran bukan pilihan pribadi, tetapi kewajiban moral universal. Jika seseorang yang melanggar janjinya, kehilangan bukan hanya kepercayaan orang lain, tetapi juga harga dirinya sendiri. Ketika kata dikhianati, kepercayaan runtuh, dan bersama itu runtuh pula martabat.

Sehingga dengan pemahaman tersebutlah merupakan manifestasi lokal dari prinsip universal human dignity (martabat manusia), menegaskan bahwa martabat bukanlah hak yang dituntut, tetapi nilai yang dijaga. Bukan hanya milik individu, tetapi tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat NTB telah lama hidup dalam etika martabat, di mana kehormatan diri, kehormatan keluarga, dan kehormatan sosial menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Martabat tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi menjadi suatu “sistem nilai hidup” ,world view yang mengatur cara berbicara, berpakaian, bermusyawarah, hingga cara berinteraksi dengan alam.

Dapat disimpulkan bahwa martabat pada dasarnya adalah inti nilai yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki harga diri yang tidak bisa diukur dengan harta, pangkat, atau kedudukan. Martabat adalah pengakuan bahwa manusia, apa pun latar sosial dan ekonominya, memiliki nilai yang melekat sejak lahir yakni nilai yang tidak dapat dicabut oleh keadaan, tidak dapat ditawar oleh kepentingan, dan tidak dapat digantikan oleh kemajuan material semata.

​​1.2 Pilar Kemajuan NTB

​​1.2.1. Inovasi

Inovasi merupakan napas utama dari kemajuan. Secara etimologis, kata “inovasi” berasal dari bahasa Latin innovare, yang berakar dari kata in yang berarti “ke dalam” dan novus yang berarti “baru”. Secara harfiah, inovasi dimaknai sebagai “membuat sesuatu menjadi baru kembali” (to make new again). Makna ini menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dari nol, melainkan juga memperbarui, menyegarkan, dan meningkatkan sesuatu yang telah ada agar menjadi lebih relevan, efektif, dan bermakna.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inovasi didefinisikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal baru; pembaharuan. Definisi ini menegaskan bahwa inovasi adalah sebuah proses, bukan sekadar hasil akhir. Ia menuntut keberanian berpikir, kemampuan membaca perubahan, serta kesadaran untuk meninggalkan cara lama yang tidak lagi efektif.

Dalam pandangan Islam, inovasi sendiri bukanlah sesuatu yang asing atau bertentangan, namun justru hal ini merupakan semangat pembaruan (tajdīd) dan penggalian pemikiran baru (ijtihād) merupakan bagian dari ruh Islam itu sendiri. Artinya  inovasi merupakan manifestasi dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.
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“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.” (QS. Al-An‘ām: 165)

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa manusia diberi kebebasan berpikir dan berkreasi sebagai ujian moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, inovasi dalam Islam adalah bentuk amal shāliḥ (amal kebaikan) apabila dilakukan dengan niat memakmurkan bumi dan menegakkan keadilan.

Sementara itu, dalam pendangan barat, makna inovasi yang dijelaskan oleh  Joseph Schumpeter (1883–1950), dalam karyanya The Theory of Economic Development (1934: 65–66) sebagai creative destruction, yakni proses menggantikan cara-cara lama dengan cara-cara baru guna membuka ruang bagi sistem yang lebih efisien, produktif, dan bernilai. Dalam pandangan Schumpeter, kemajuan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk merombak kebiasaan yang telah usang.

Artinya dalam konteks ini, inovasi tidak boleh dimaknai semata-mata hanya sebagai mekanisme ekonomi atau teknologi. Inovasi harus dipahami sebagai transformasi cara berpikir dan cara mengelola kehidupan sosial. Inovasi yang hanya mengejar efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan budaya lokal berpotensi menciptakan ketimpangan baru serta mereduksi martabat manusia.

Maka di sinilah letak pentingnya inovasi yang berakar pada nilai. Inovasi harus berangkat dari realitas sosial masyarakat, dari potensi alam dan lingkungan yang dimiliki, serta dari kearifan lokal yang sejak lama menjadi penyangga kehidupan bersama. Dengan landasan tersebut, inovasi tidak hadir sebagai sesuatu yang asing atau bahkan meminggirkan masyarakat, melainkan tampil sebagai instrumen pemberdayaan yang memperkuat kapasitas dan martabat warga. Pendekatan ini selaras dengan filosofi Nggahi Rawi Pahu dalam budaya Mbojo yang menegaskan keselarasan antara kata dan tindakan, antara gagasan dan tanggung jawab moral. Demikian pula dengan filosofi budaya Sasak paeq saling jaga, yang mengajarkan semangat kebersamaan, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai inilah yang dapat menjadi fondasi kuat bagi pengembangan inovasi sosial (social innovation) yakni inovasi yang tidak hanya menciptakan kebaruan saja, tetapi juga menumbuhkan keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan sosial

Hal ini senada yang dikemukakan oleh Amartya Sen, bahwa kemajuan sejati bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari meningkatnya kapabilitas manusia. Artinya hal ini dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk menentukan pilihan hidup yang bernilai dan bermartabat. Oleh karena itu, inovasi yang dibutuhkan NTB adalah inovasi yang memperluas kesempatan, membuka akses, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Secara kontekstual, NTB memiliki ruang inovasi yang sangat luas. Misalnya : di sektor pertanian membutuhkan inovasi teknologi yang adaptif terhadap kondisi lahan kering dan perubahan iklim; di sektor kelautan memerlukan inovasi dalam upaya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan; di sektor pariwisata membutuhkan inovasi berbasis budaya dan ekologi, dimana hal ini bukan hanya sekadar eksploitasi destinasi.; demikian pula pemerintahan daerah memerlukan inovasi dalam tata kelola yang baik, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

​​1.2.2. Kreativitas  

Kreativitas pada dasarnya merupakan sumber daya batin yang memungkinkan manusia melampaui kebiasaan, rutinitas, dan pola lama menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Jika inovasi berbicara tentang penerapan kebaruan, maka kreativitas adalah daya cipta yang melahirkannya. Dengan kata lain, kreativitas adalah hulu, sementara inovasi adalah hilir dari proses kemajuan.

Secara etimologis, kata kreativitas berasal dari bahasa Latin creare berarti “mencipta”, “membentuk”, atau “melahirkan”. Dalam pengertian ini, kreativitas tidak semata-mata berkaitan dengan seni atau estetika, tetapi mencakup kemampuan berpikir alternatif, memecahkan persoalan dengan cara yang tidak lazim, serta merangkai makna baru dari realitas yang ada. Adapun Guilford (1950) mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan berpikir divergen, yakni kemampuan menghasilkan banyak kemungkinan jawaban dari satu persoalan.

Sementara dalam perspektif pembangunan, kreativitas memiliki posisi strategis karena ia tumbuh dari kedekatan manusia dengan konteks sosial-budayanya. Artinya masyarakat yang kreatif bukanlah masyarakat yang meniru secara pasif, melainkan masyarakat yang mampu mengolah pengaruh luar menjadi sesuatu yang khas dan bermakna bagi dirinya. Oleh karena itu, kreativitas selalu melekat pada dimensi identitas dan martabat.

Dalam konteks NTB, kreativitas sejatinya telah lama hidup dalam praktik budaya masyarakat. Pada masyarakat Sasak, kreativitas tercermin dalam kemampuan mengolah alam menjadi ruang hidup yang harmonis, mulai dari sistem pertanian tradisional, arsitektur rumah adat, hingga ekspresi seni dan bahasa.

Pada masyarakat Samawa, kreativitas tumbuh dari prinsip tutu, tau, tame, yang menekankan kesadaran diri, pengetahuan, dan adab. Kreativitas di sini tidak dilepaskan dari etika; setiap ciptaan harus membawa manfaat dan tidak merusak tatanan sosial. Sementara itu, dalam budaya Mbojo, semangat Nggahi Rawi Pahu menuntut agar setiap gagasan kreatif memiliki tanggung jawab moral: apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan harus selaras.

Artinya bahwa kreativitas yang berakar pada nilai-nilai budaya tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai creative dignity yakni daya cipta yang tidak sekadar mengejar kebaruan atau keuntungan ekonomi, tetapi menjaga kehormatan manusia dan komunitasnya. Inilah pembeda antara kreativitas yang membangun peradaban dan kreativitas yang justru melahirkan kekosongan makna.

Dalam perspektif filsafat Timur dan Islam, kreativitas juga dipandang sebagai amanah. Diman manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang berarti memiliki tanggung jawab untuk mengelola, bukan untuk mengeksploitasi. Kreativitas, dengan demikian, adalah kemampuan mengolah potensi ciptaan Tuhan secara bijaksana untuk kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, dengan kreativitas yang berakar pada budaya dan martabat, setidaknya Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya menjadi daerah yang maju secara teknis, tetapi juga matang secara peradaban.

​​1.2.3. Berdaya Saing

Berdaya saing merupakan kemampuan suatu daerah, institusi, maupun masyarakat untuk bertahan, tumbuh, dan unggul dalam dinamika perubahan yang kompetitif, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Secara etimologis, istilah daya saing / kompetitif (Bahasa inggris: competitiveness) berakar dari bahasa Latin competere yang berarti “berusaha bersama” atau “bertemu dalam satu arena”¹. Makna ini menegaskan bahwa daya saing pada dasarnya bukan sekadar pertarungan zero-sum, melainkan proses penempatan diri secara layak dan bermakna dalam suatu sistem bersama. Daya saing, dengan demikian, adalah soal kapabilitas, bukan sekadar agresivitas.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, Michael Porter  (1990) mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan melalui produktivitas. Dengan kata lain, daya saing tidak semata ditentukan oleh kelimpahan sumber daya alam, tetapi oleh kualitas manusia, institusi, inovasi, dan tata kelola. Maka dengan itu, daya saing yang dangkal hanya menghasilkan pertumbuhan semu. Sebaliknya, daya saing yang bermartabat melahirkan ketahanan ekonomi, kemandirian sosial, dan keadilan antar generasi. Singkatnya  daerah yang kaya sumber daya namun miskin kapasitas manusia dan kelembagaan pada akhirnya akan kehilangan daya saingnya.

Dalam kerangka tersebut, daya saing sejatinya adalah hasil dari proses panjang pembangunan manusia dan kelembagaan, bukan sekadar output ekonomi jangka pendek. Produktivitas yang dimaksud Porter tidak berdiri di ruang hampa, melainkan bertumbuh dari ekosistem sosial yang sehat: pendidikan yang bermutu, etos kerja yang kuat, kepastian hukum, serta kepercayaan publik terhadap institusi. Tanpa fondasi ini, keunggulan ekonomi hanya bersifat sementara dan rapuh.

Lebih jauh, pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa penguatan kapasitas manusia justru menciptakan paradoks pembangunan. Kekayaan alam yang melimpah sering berujung pada ketergantungan, konflik, dan ketimpangan apabila tidak dikelola dengan visi jangka panjang. Fenomena ini dikenal sebagai resource curse, di mana daerah kaya sumber daya justru tertinggal dalam kualitas hidup masyarakatnya. Oleh sebab itu, daya saing yang bertumpu pada ekstraksi semata tidak hanya tidak berkelanjutan, tetapi juga berpotensi merendahkan martabat manusia dan lingkungan.

Dalam konteks NTB, daya saing yang bermartabat harus dimaknai sebagai kemampuan daerah untuk mengolah potensi lokal menjadi nilai tambah yang adil dan inklusif. Pertanian, kelautan, pariwisata, dan ekonomi kreatif tidak cukup digenjot dari sisi volume produksi, tetapi harus ditingkatkan dari sisi pengetahuan, teknologi, desain, narasi budaya, serta akses pasar yang berkeadilan. Di sinilah daya saing bertemu dengan kearifan lokal: nilai kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi modal tak kasat mata yang menentukan keberlanjutan.

Dengan demikian, daya saing tidak boleh dilepaskan dari dimensi etika yang berkaitan dengan kemartabatan. Artinya bahwa keunggulan ekonomi  sering kali mengorbankan manusia, meminggirkan komunitas lokal, atau merusak lingkungan pada hakikatnya adalah kegagalan pembangunan. Sebaliknya, ketika daya saing dibangun di atas kualitas manusia, integritas institusi, dan keberlanjutan ekologi, maka ia akan menjadi kekuatan yang tidak hanya membuat NTB mampu bersaing, tetapi juga berdiri tegak dengan harga diri sebagai daerah yang maju, adil, dan beradab.

​​1.2.4. Transformasi Digital  

Saat ini kita hidup dalam zaman pergolakan teknologi paling radikal dalam sejarah umat manusia. Jika revolusi industri pertama mengubah tenaga otot menjadi mesin uap, dan revolusi industri kedua menghadirkan listrik serta produksi massal, maka gelombang teknologi saat ini, sering disebut Revolusi Industri 4.0 dan kini bergerak menuju Society 5.0 mengubah cara manusia berpikir, mengambil keputusan, dan mengelola kehidupan sosial. Perubahan ini berlangsung cepat, simultan, dan menembus batas geografis maupun institusional.

Fakta menunjukkan bahwa teknologi telah mendisrupsi hampir seluruh sektor kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi dan dunia kerja. Perubahan ini tidak lagi bersifat gradual, melainkan struktural dan masif. Laporan The Future of Jobs Report 2023 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) mencatat bahwa hingga tahun 2027 sekitar 23 persen dari seluruh jenis pekerjaan global akan mengalami perubahan signifikan akibat adopsi teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Dalam periode yang sama, diperkirakan 83 juta pekerjaan lama akan hilang, sementara 69 juta pekerjaan baru akan tercipta, menghasilkan dinamika besar dalam struktur ketenagakerjaan dunia (WEF, 2023a).

Angka-angka ini menegaskan satu hal penting, bahwa teknologi memang menghilangkan pekerjaan tertentu, namun pada saat yang sama menciptakan jenis pekerjaan baru yang menuntut keterampilan berbeda. Oleh karena itu, yang tersingkir bukanlah manusia sebagai subjek pembangunan, melainkan ketertinggalan kompetensi dan ketidakmampuan beradaptasi. WEF juga mencatat bahwa 44 persen keterampilan kerja yang ada saat ini akan berubah dalam lima tahun ke depan, menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penentu daya saing individu maupun daerah (WEF,2023b)

Disrupsi teknologi juga tampak jelas dalam model bisnis dan sistem ekonomi. Perdagangan daring (e-commerce) setidaknya telah menggeser pasar  konvensional (offline/fisik), sementara itu sistem pembayaran digital secara bertahap menggeser uang tunai. Adapun survei global WEF menunjukkan bahwa sekitar 75 % perusahaan telah mengadopsi perdagangan digital, dan lebih 86 % perusahaan berencana mengintegrasikan platform digital sebagai bagian inti dari operasional bisnis mereka (WEF, 2023c). Hal ini menegaskan bahwa ekonomi digital bukan lagi sektor tambahan, melainkan telah menjadi arsitektur utama perekonomian modern.

Sementara itu, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan sekitar 40 % pekerjaan global terpapar langsung oleh perkembangan kecerdasan buatan, terutama pekerjaan yang bersifat rutin, administratif, dan repetitif (IMF,2024). Tugas-tugas seperti entri data, pengolahan dokumen, layanan pelanggan berbasis skrip, hingga pembukuan manual kini semakin banyak digantikan oleh robotic process automation, chatbot, dan sistem berbasis AI. Namun pada saat yang sama, pekerjaan yang membutuhkan empati, kreativitas, kepemimpinan, serta penilaian etis justru semakin bernilai dan tidak mudah tergantikan oleh mesin.

Realitas inilah setidaknya menunjukkan bahwa disrupsi teknologi bukan sekadar fenomena teknis, melainkan pergeseran peradaban kerja. Daerah, institusi, dan masyarakat yang gagal merespons perubahan ini berujung menghadapi risiko stagnasi ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran struktural, serta melemahnya daya saing. Sebaliknya, wilayah yang mampu mengadopsi teknologi secara cerdas dan beretika akan memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan kemajuan.

Dalam sektor pemerintahan, disrupsi teknologi menantang birokrasi tradisional. Masyarakat kini menuntut layanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis data, setara dengan layanan sektor swasta digital. Daerah yang gagal bertransformasi menghadapi risiko penurunan kepercayaan publik, inefisiensi anggaran, serta meningkatnya jarak antara pemerintah dan warga. Fakta ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan lagi inovasi tambahan, melainkan prasyarat legitimasi tata kelola modern.

Di bidang pendidikan, teknologi telah mengubah pola belajar secara fundamental. Pembelajaran daring, sumber pengetahuan terbuka (open source), dan kecerdasan buatan (AI) pendidikan membuat akses ilmu tidak lagi eksklusif pada ruang kelas formal. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa sistem pendidikan yang tidak adaptif terhadap teknologi akan lumpuh dalam situasi krisis. Daerah yang tidak menyiapkan infrastruktur dan literasi digital berisiko menciptakan generasi yang tertinggal secara struktural.

Sementara, disektor pertanian dan perdesaan juga tidak luput dari disrupsi. Teknologi pertanian presisi, sistem informasi cuaca, hingga pemasaran digital telah nyata meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di berbagai belahan dunia. Petani yang terhubung dengan teknologi mampu mengambil keputusan berbasis data, sementara yang tertinggal teknologi menghadapi kerentanan harga dan iklim. Ini membuktikan bahwa teknologi bukan musuh tradisi, melainkan alat penguat keberlanjutan jika digunakan dengan benar.

Lebih jauh, disrupsi teknologi juga membawa konsekuensi sosial dan etis. Meningkatnya arus informasi tanpa filter melahirkan hoaks, polarisasi sosial, dan krisis kepercayaan. Data pribadi menjadi komoditas, sementara algoritma mulai memengaruhi pilihan manusia. Tanpa literasi dan etika digital, teknologi dapat mereduksi manusia menjadi sekadar objek statistik. Oleh karena itu, tantangan sesungguhnya bukan sekadar mengadopsi teknologi, tetapi mengendalikan arah penggunaannya.

Dalam konteks ini, adopsi teknologi bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan keniscayaan sejarah. Menolak transformasi digital sama artinya dengan menerima ketertinggalan struktural. Namun menerima teknologi tanpa kesiapan nilai dan kapasitas juga berisiko menciptakan ketimpangan baru. Karena itu, daerah dituntut untuk bersikap adaptif sekaligus reflektif: cepat merespons perubahan, tetapi teguh dalam nilai.

Bagi NTB, pergolakan teknologi harus dibaca sebagai momentum strategis untuk melompat, bukan sekadar mengejar ketertinggalan. Teknologi memungkinkan daerah dengan keterbatasan geografis untuk menembus pasar global, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat ekonomi lokal. Namun manfaat ini hanya akan terwujud jika transformasi digital diarahkan untuk memperkuat manusia sebagai subjek utama perubahan.

Dengan demikian, adopsi teknologi adalah keniscayaan, tetapi arah transformasi adalah pilihan moral dan politik. Dalam konteks ini bahwa teknologi harus ditempatkan sebagai sarana untuk memuliakan manusia, memperluas keadilan, dan menjaga keberlanjutan. Inilah esensi transformasi digital yang tidak sekadar modern, tetapi juga beradab.

​​​1.2.5. Politik yang Beradab dan Visioner

Politik pada hakikatnya merupakan instrumen rasional manusia untuk mengelola kehidupan bersama secara adil dan bermakna, yang erat kaitannya dengan “cara menyelesaikan masalah”. Adapun dalam tradisi filsafat klasik, politik tidak pernah dipisahkan dari etika. Seorang filsuf dari Yunani kuno Aristoteles (384-322 SM) menempatkan politik sebagai the master science yang bertujuan mencapai eudaimonia, yaitu kehidupan baik yang hanya mungkin terwujud melalui tata kelola kolektif yang adil dan bermoral (Aristotle,1998). Oleh karena itu, politik yang beradab pada dasarnya bukanlah konsep normatif yang abstrak, melainkan sebuah prasyarat peradaban.

Namun, dalam konteks modern, telah terjadi degradasi makna politik, ketika politik direduksi menjadi sekadar arena perebutan kekuasaan, kompetisi elektoral, dan bahkan kalkulasi kepentingan jangka pendek. Padahal, dalam filsafat moral  yang diutarakan oleh Immanuel Kant (1724-1804), bahwa kekuasaan hanya memiliki legitimasi sejauh ia dijalankan dengan prinsip menghormati martabat manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat (Kant, 1997). Artinya politik yang beradab adalah menolak segala bentuk-bentuk manipulasi, eksploitasi identitas, dan juga  instrumentalisasi rakyat demi kepentingan kekuasaan semata.

Menurut Max Weber dalam konsep ethics of responsibility (1965) pada dasarnya politik yang beradab juga mensyaratkan integritas moral antara nilai, wacana, dan tindakan. Weber menegaskan bahwa aktor politik harus bertanggung jawab bukan hanya pada niat baik, tetapi juga pada konsekuensi objektif dari kebijakan yang diambil. Sehingga dalam kerangka ini, kebijakan publik tidak boleh sekadar populis, akan tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, etis, dan historis.

Dimensi kedua yang tak terpisahkan adalah visi jangka panjang. Politik visioner berpijak pada kesadaran bahwa kebijakan hari ini membentuk struktur sosial, ekonomi, dan ekologis masa depan. Menurut Edmund Burke dalam Reflections on the Revolution in France (1999) menekankan bahwa masyarakat adalah kontrak moral antara mereka yang telah wafat (leluhur), yang hidup saat ini, dan yang belum lahir. Dengan demikian, politik visioner adalah politik yang berpikir lintas generasi (intergenerational thinking), bukan politik yang terjebak dalam siklus elektoral lima tahunan.

Prinsip ini diperkuat dalam teori keadilan antar generasi (intergenerational justice), yang menegaskan bahwa generasi kini memiliki kewajiban moral untuk tidak mewariskan kerusakan struktural kepada generasi berikutnya (Rawls, 1971). Oleh sebab itu, kebijakan yang mengorbankan lingkungan, pendidikan, atau tata kelola demi keuntungan jangka pendek pada hakikatnya merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Paradigma inilah kemudian dikenal luas sebagai pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Adapun definisi paling otoritatif mengenai pembangunan berkelanjutan dirumuskan oleh World Commission on Environment and Development dalam laporan monumental Our Common Future (1987), yang lebih dikenal sebagai Brundtland Report. Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987). Definisi ini menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada kepentingan generasi kini, tetapi harus memperhitungkan hak, peluang, dan kualitas hidup generasi mendatang.

Brundtland Report menempatkan keberlanjutan sebagai sintesis dari tiga pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ketiga pilar tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling menentukan. Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan keadilan sosial akan melahirkan ketimpangan dan konflik, sementara pembangunan yang mengorbankan lingkungan pada akhirnya akan menghancurkan basis kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, keberlanjutan menuntut perubahan paradigma: dari eksploitasi menuju pengelolaan, dari konsumsi jangka pendek menuju tanggung jawab jangka panjang.

Dalam konteks politik dan kebijakan publik, pembangunan berkelanjutan ini mengharuskan hadirnya politik yang beradab dan visioner, yakni sebuah politik yang mampu menahan “godaan” keuntungan instan demi kepentingan jangka panjang masyarakat. Kebijakan publik tidak lagi diukur semata dari popularitas atau dampak elektoralnya, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut menjaga keseimbangan antar generasi, memperkuat kapasitas manusia, dan melindungi sumber daya alam sebagai warisan bersama.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan bukanlah konsep teknokratis belaka, melainkan komitmen etis dan moral. Ia menuntut keberanian untuk berpikir melampaui siklus kekuasaan, melampaui kepentingan kelompok, dan melampaui batas waktu politik. Dan inilah esensi dari pembangunan bermartabat: pembangunan yang memuliakan manusia hari ini, sekaligus menjaga masa depan generasi yang akan datang.

Dalam tradisi Islam, praktik politik yang berlandaskan etika, keadilan, dan visi jangka panjang telah dicontohkan secara nyata oleh Rasulullah Muhammad S.A.W.. Politik, dalam pengertian kenabian, bukanlah instrumen perebutan kekuasaan, melainkan amanah untuk mengelola kehidupan bersama secara adil dan bermartabat. Salah satu contoh paling fundamental adalah Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah), yang oleh banyak ilmuwan politik modern disebut sebagai salah satu konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam ini menunjukkan visi politik Rasulullah Muhammad S.A.W. yang melampaui kepentingan kelompok dan zaman. Ia mengatur hubungan antara berbagai suku, agama, dan komunitas secara inklusif, menegaskan prinsip keadilan, perlindungan hak minoritas, supremasi hukum, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga ketertiban sosial (Hamidullah, 1968). Dalam konteks ini, politik dijalankan sebagai mekanisme penyelesaian masalah sosial, bukan dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

Praktik politik Rasulullah Muhammad S.A.W.  merupakan sebuah mencerminkan prinsip keadilan antar generasi. Dalam banyak riwayat, Rasulullah menegaskan larangan eksploitasi sumber daya secara berlebihan, termasuk larangan merusak lingkungan, menyia-nyiakan air, serta melarang mengganggu keseimbangan alam, bahkan dalam kondisi perang. Hal ini menunjukkan bahwa visi masa depan








​​1.2.6. Spiritual Leadership











​​1.3 Budaya sebagai Landasan Martabat
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